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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

    Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 

maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam 

pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tenaga kerja mempunyai peranan dan 

kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai 

peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan kualitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan 

keluarganya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.1 

 Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar 

pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan  keluarganya 

dengan tetap memperhatikan pembangunan kemajuan dunia usaha 2 

 

         1  Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU No 24 tahun 2011 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5256. 

        2.Asih Eka Putri, Paham JKN  Jaminan Kesehatan Nasional, (Bandung: CV Komunitas Pejaten 

Mediatama,2004) hlm 6 



2 

 

 

 

2 

 

 Salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional adalah pembangunan 

sosial ekonomi yang telah banyak menghasilkan kemajuan diantaranya telah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati 

secara berkelnajutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat. Dinamika 

pembangunan bangsa Indonesia telah banyak tantangan  berbagai persoalan yang 

belum terpecahkan. 3  Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap 

jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negra Republik Indonesia 

Tahun 1945. Selain itu Jaminan Sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang ditegaskan dalam 

Konvensi ILO ( Internasional Labour Organisation) Nomor 102 Tahun 1952 yang 

menganjurkan semua negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada 

tenaga kerja.  

 Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia 

dalam TAP Nomor : X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang 

menyeluruh dan terpadu. Penerapan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 

juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan/keserasian hubungan antara hak dan 

kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan 

 

        3 Ibid, hlm 5 
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ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan 

kerja dapat terjamin4 

Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah :5 Bahwa setiap orang berhak atas jaminan 

sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 

martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indnesia yang sejahtera, adil dan 

makmur. Dan untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara 

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi sesuruh rakyat Indonesia.  

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentag Sistem Jaminan Sosial 

Nasional disahkan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputeri di Jakarta pada 

tanggal 19 Oktober 2004 dan diundangkan oleh Bambang Kesowo selaku Sekretaris 

Negara Republik Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya 

merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini setiap 

penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila 

terjadi hal-hal yang dapat hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita 

sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau 

pensiun.6  

 

 4  Suci Flambonita,Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang 

Ketenagakerjaan,Jurnal Simbur Cahaya,Vol.24 No 1,2017,hlm2 

        5 Indonesia,Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,Undang-Undang no.24 

tahun 2011 yang ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 dan 

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 

 6 Ibid, hlm 11 
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Beberapa program jaminan sosial yang selama ini yaitu Jamsostek, 

Taspen, Asabri dan Askes tersebut baru mencakup sebagian kecil masyarakat dalam 

memperoleh perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai manfaat 

program yang menjadi hak peserta. Oleh karena itu dipandang perlu menyusun Sistem 

Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai 

bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh penyelenggara agar dapat menjangkau 

kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap 

peserta. 

Hal tersebut telah diatur pada Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soial Nasional  yang menyatakan bahwa : 

1. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang 

2. Sejak berlakunya Undang-Undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial 

yang ada dinyatakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menurut 

Undang-Undang. 

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah,Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek),Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi 

Pegawai Negeri Sipil (Taspen),Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri),Perusahaan Perseroan 

(Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (Askes) 

4. Dalam hal diperlukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selain dimaksud 

pada ayat (3) dapat dibentuk yang baru dengan Undang-Undang. 
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Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Soial Nasional  yang menyatakan bahwa Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang diatur pada 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS).        

Berdasarkan Peraturan  Pasal 5 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Soial Nasional  tersebut harus dibentuk Badan 

penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi 

keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem 

jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional 

merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Untuk mewujudkan tujuan Sistem Jaminan 

Sosial Nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum 

berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, 

akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib,  dana amanat dan hasil 

pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan 

sebesar-besar kepentingan peserta.  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 

adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 

yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun tujuan Badan Penyelenggara Jaminan 
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Sosial (BPJS) untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. 

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk menjadi : BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan 

berkantor pusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta dapat mempnyai kantor 

perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.  

Adapun hak dan kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah : 

1. Hak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melakukan kewenangannya 

dalam,Memperoleh dana opeerasional untuk penyelenggaraan program yang 

bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan atau sumber lainya sesuai  degan 

ketentuan peraturan perundang-undangan,Memperoleh hasil monitoring dan 

evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) 

bulan. 

2. Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam melaksanakan 

tugas  yaitu :  

a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta 

b. Mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-

besarnya kepentingan Peserta 
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c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya. 

d. Memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-

Undang  tentang Sistem jaminan Sosial 

e. Memberikan informasi kepada  Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk 

mengkikuti ketentuan yang berlaku 

f. Memberikan informasi  kepada  Peserta mengenai prosedur  untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya. 

g. Memberikan informasi  kepada  Peserta mengenai saldo jaminan hari tua 

dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

h. Memberikan informasi  kepada  Peserta mengenai besar hak pensiun  1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

i. Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuaria yang 

lazim dan berlaku umum 

j. Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial 

k. Melakukan pelaksanaan setiap program, termasuk keuanga, secara berkala 

6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan penyelenggara Jaminan Sosial yang dimaksud Peserta adalah orang, termasuk 

orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi 



8 

 

  
 

Peserta Jaminan Sosial, sedangkan yang dimaksud dengan iuran adalah sejumlah uang 

yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan atau anggota keluarganya. Salah satu 

Peserta Jaminan Sosial adalah Pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan 

menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain yang wajib diikutkan oleh 

Pemberi Kerja.  

Pengertian Pemberi Kerja berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah orang perorangan, 

pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau 

penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, 

upah atau imbalan dalam bentuk lainya. Adapun yang dimaksud gaji atau upah adalah 

hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi 

Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja 

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  Pemberi Kerja secara bertahap wajib 

mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai program 

Jaminan Sosial yang diikuti dan dalam melakukan pendaftaran wajib memberikan data 

dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada 

BPJS. Bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara negara yang tidak melaksanakan 

pendaftaran tersebut dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 17 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sanksi 
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administratif tersebut adalah,Teguran tertulis,Denda dan atau ,Tidak mendapat 

pelayanan publik tertentu. 

Untuk sanksi administratif  berupa teguran tertulis dan denda dilakukan 

oleh BPJS, sedangkan teguran tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan 

oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS. Selanjutnya mengenai 

tata cara pengenaan sanksi administratif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor : 86 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja 

selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan 

Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

Pada Bagian Kedua Pembayaran Iuran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinyatakan bahwa : 

1. Ayat (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari 

Pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS 

2. Ayat (2) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi 

tanggung jawabnya kepada BPJS 

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) bersifat wajib yang harus 

dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, apabila Pemberi Kerja melakukan pelanggaran 

dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dapat diuraikan “ 

Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”. Guna terlaksananya perlindungan 

tenaga kerja dan keluarganya dalam mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan 
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berusaha selama dalam bekerja di perusahaan, diperlukan upaya penegakan hukum 

bagi Pemberi Kerja yang melanggar Pasal 19 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  Dengan 

demikian Perusahaan atau pemberi kerja memiliki hak dan tanggung jawab untuk 

memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya.  

Perusahaan atau pemberi kerja memiliki hak dan tanggung jawab untuk 

memberikan Jaminan sosial Tenaga Kerja kepada karyawan dan anggota keluarganya, 

sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

yang dinyatakan bahwa “Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam 

mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.7 

Pada prakteknya Perusahaan masih banyak yang tidak membayar Iuran 

BPJS Ketenagakerjaan secara rutin dan tertib sehingga terjadi penunggakan dan 

pemblokiran rekening Perusahaan yang berakibat tenaga kerja tidak dapat menerima 

haknya sesuai dengan program BPJS yang diikutinya. Perusahaan paling sering 

menggunakan alasan tidak membayar iuran dikarenakan adanya permasalahan 

keuangan. Tenaga kerja secara otomatis tidak akan bisa melakukan klaim Jaminan 

Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Pensiun, Jaminan Kematian yang menjadi hak 

tenaga kerja dan ahli warisnya bila Perusahaan tidak membayar tunggakannya. Oleh 

karena itu perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjamin 

hak-hak mereka dapat diperoleh sesuai aturan yang berlaku.  

 
7 Ibid, hlm 8 



11 

 

  
 

Penegakan Hukum tersebut sangat penting untuk diefektifkan agar dapat 

menimbulkan efek jera terhadap pemberi kerja yang lainya sebagai upaya memberi 

perlindungan kepada tenaga kerja.  Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut 

Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-

undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung8. Berkaitan dengan 

teori tersebut menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum Pasal 19 ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial sebagai upaya perlindungan tenaga kerja bahwa faktor-faktor tersebut 

telah terpenuhi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut berjalan 

di tempat atau tidak dapat terlaksana,  artinya masih banyak perusahaan-perusahaan di 

Provinsi Sumatera Selatan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penegakan 

hukum bagi Pemberi Kerja yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

sangat penting untuk dilaksanakan guna memberikan perlindungan bagi tenaga kerja 

agar terwujud hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan kerja dan 

ketenangan berusaha yang pada akhirnya produktivitas meningkat. 

 

8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Yogyakarta:,Raja 

Grafindo Perkasa 2009), hlm 9 
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Mekanisme penegakan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam penegakan hukum tindak 

pidana khusus dengan pihak Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya yaitu Dinas Tenaga 

Kerja setempat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 182. 

Selain itu dengan Pasal 35 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang dinyatakan bahwa Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang 

mencakup kesejahteraan,  keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga 

kerja.9 

Berkaitan dengan teori tersebut menurut Soerjono Soekanto, dalam 

penegakan hukum Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai upaya 

perlindungan tenaga kerja bahwa faktor-faktor tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi 

dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut berjalan di tempat atau tidak dapat 

terlaksana 10 . Artinya masih banyak perusahaan-perusahaan di Provinsi Sumatera 

Selatan yang belum mengikutsertakan karyawannya dalam Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). Jumlah Perusahaan sampai dengan tahun 2022 menunjukan 

6908 perusahaan dan yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) berjumlah 3456 perusahaan.  

 
9 Indonesia.Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan,Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran 

Negara Republik 13 Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonsia Nomor 5256 
10R Laksono, Jurnal Hukum dan pembangunan Ekonomi,Vol 10 Edisi 2022, hlm 3 
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Penegakan hukum bagi Perusahaan yang tidak mengikutkan karyawan 

dalam program BPJS dapat lebih effektif dalam upaya melindungi pekerja perlu 

adanya kerjasama dengan organisasi serikat pekerja yang ada pada perusahaan yang 

merupakan perwakilan pekerja dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh  bahwa 

Peran serikat pekerja adalah melindungi anggota dan keluarganya dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan dengan diikutkannya dalam program BPJS. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penegakan 

hukum bagi Pengusaha yang tidak membayar dan menyetorkan iuran 

(mengikutsertakan) pekerja  yang menjadi tanggung jawabnya dalam  program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

sangat penting. Penegakan Hukum dimaksudkan untuk dilaksanakan guna 

memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar terwujud hubungan industrial yang 

harmonis berupa ketenangan kerja dan ketenangan berusaha yang pada akhirnya 

produktivitas meningkat.11
 Untuk itu penulis mengambil judul Penegakan Hukum 

bagi Pengusaha yang tidak Membayar dan Menyetorkan Iuran Pekerja dalam 

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Sebagai  Upaya 

Perlindungan Bagi Tenaga Kerja.  

 

  

 

 
11 Ibid, hlm 2 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditemukan beberapa permasalahan penulis teliti, yaitu : 

1. Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan 

Menyetorkan Iuran Pekerja Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) Kota Palembang? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Atas Perbuatan 

Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Pekerja BPJS di 

Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pengusaha yang 

tidak membayar dan menyetorkan iuran  pekerja dalam Program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Terhadap Tenaga 

Kerja Atas Perbuatan Pengusaha Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan 

Iuran Pekerja BPJS di Kota Palembang? 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian  skripsi diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kegunanaan Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan, memberikan kajian ilmu pengetahuan, serta 
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dapat menjadi referensi dalam pengembangan khususunya ilmu 

pengetahuan secara umum, dan hukum pada khususnya. 

2.  Kegunaan praktis  

a. Mengembangkan penalaran, menumbuhkan analisis kritis, 

membentuk pola pikir dinamis, serta sekaligus mengetahui sejauh 

mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang 

diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya Palembang. 

b. Memberikan gambaran tentang peran, fungsi Dinas Tenaga Kerja   

c. Melengkapi syarat administrasi guna mendapatkan gelar Sarjana 

Strata 1 Fakultas Hukum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian skripsi ini agar tidak menimbulkan penafsiran 

yang  berbeda, maka perlu adanya pembatasan obyek yang diteliti. Dalam penelitian 

penulis dengan judul penegakan hukum bagi pengusaha yang tidak membayar dan 

menyetorkan iuran program BPJS sebagai upaya perlindungan bagi tenaga kerja 

membahas proses penegakan hukum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  
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F. Kerangka Teori  

1. Teori Penegakan  Hukum 

Teori penegakan hukum dalam penelitian skripsi dengan judul Penegakan 

Hukum bagi Pengusaha yang tidak mengikutsertakan Pekerja dalam Program Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)   mengacu teori penegakan hukum Lawrence 

M. Friedman,12, yang meliputi :                         

a .Struktur hukum  

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of 

elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. 

Strukture also means how the legislature is organized, what procedures the 

police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss 

section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.  

[Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran 

pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka 

periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. 

Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh 

kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga 

hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang 

ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini 

menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta 

proses hukum itu berjalan dan dijalankan.] 

 

 
12  Solina Sances, The Legal System, Russel Sage Foundation, New York,Analisis Yuridis 

Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 

74/PID/TPK/2014/PT.DKI), Surabaya:UIB Repository (c) 2017  
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b.  Substansi hukum  

Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the 

actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the 

stress here is on living law, not just rules in law books.  

[Yang dimaksud substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi subtansi hukum menyangkut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan  yang 

mengikat dan menjadi pedoman badi aparat penegak hukum.] 

c. Budaya hukum  

 The third component of legal system, of legal culture. By this we mean 

people’s attitudes toward law and legal system their belief in other word, is 

the climinate of social thought and social force wicch determines how law 

is used, avoided, or abused.  

 [Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan 

sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan 

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum 

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan 

secara efektif.] 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.Teori Perlindungan hukum  Satjipto Rahardjo  

mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegasikan 

dan mengkoordinasikan   kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu 
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sama lain Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan 

membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau 

yang sering disebut dengan hak  ini dilakukan secara terukur, keluasan dan 

kedalamannya.13 

3. Kepastian Hukum 

            Dalam negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayaknya dan sepantasnya 

dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai 

negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud.  

            Menurut penadat Gustav Radbruch dalam pandangannya bahwa kepastian 

hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.14 Kepastian merupakan produk 

dari hukum atau lebih khusus dari peraturan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

dijalankan, yang berhak mmenurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa 

;:putusan dapat dilaksanakan walaupun kepastian erat kaitannya dengan keadilan 

namun hukum tidak identik dengan keadilan.15 

 

 
13 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,(Yogjakarta:Citra Aditya Bakti,2006).hlm 38 

  14 Mertokumo S dan AP,Penemuan Hukum, Kerjasam tentang Konsorsium Hukum, 

(Bandung:Citra Adytia Bakti,1993) hlm 11. 
15 Ibid, hlm13.. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :  

1. Tipe Penelitian  

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe 

penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan 

permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang 

ada  mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau 

penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data 

primer.  Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta 

– fakta yang  diperoleh dari hasil penelitian dan observasi 16 . 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap penegakan hukum bagi 

pengusaha yng tidak membayar dan menyetorkan iuaran perkerja dalam 

program bpjs sebagai upaya perlindungan tenaga kerja sesuai peraturan 

perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah 

untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan 

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum 

 

 

 

 

 

 
16  Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri, 

(Jakarta:GhaliaIndonesia,2009), hlm 10 
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2. Pendekatan penelitian 

 1. Pendekatan Kasus (case approach)  

     Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang        

     berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan    

     yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap17 

 2.Pendekatan Perundang- Undangan (statuta approach)  

Pendekatan Perundang- Undangan yang diteliti adalah berbagai aturan 

hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan 

pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin 

hukum yang berkembang didalam  ilmu hukum.18 

3. Jenis dan Sumber Data Bahan Hukum 

  Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam 

 penelitian ini adalah jenis. Data Primer adalah data yang didapat langsung dari 

masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. 

 

   17 Ibid,hlm 134 
18 Jhony Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative, (Malang;,Bayu Media 

Publihing,2007), hlm 300 
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Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui 

pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.19 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa 

pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh 

melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:  

1. Studi Lapangan 

 Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, 

 berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi 

 dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada  Dinas Tenaga Kerja 

 dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dimana wawancara 

 dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, 

 dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden. 

2. Studi Kepustakaan  

 Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi 

 dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, 

 buku- buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas 

 
19 Bambang Sunggono,Metodologi Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007) 

hlm.16 
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5. Lokasi Penelitian  

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan 

    Jl. Jenderal Ahmad Yani No.284, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II,   

     Palembang, Sumatera Selatan 30116 

6. Populasi dan Sampel  

i) Populasi  

     Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan          

      kemudian dianalisis yaitu : 

     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan  

 ii) Sampel  

    Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada    

permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian 

dari  polulasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari 

populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling. Pengambilan 

sampel secara purposive  didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu 

yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya.20 Adapun yang menjadi responden dari 

penelitian ini adalah : 

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Selatan 

 
20 Soekijo Notoatmojo, Metode Penelitian Kesehatan. (Jakarta:Rineke Cipta,2010), hlm 124 
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7. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis 

deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa 

gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat 

sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat 

dimengerti.21 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan penelitian ini dengan metode induktif, yaitu 

dengan cara menguraikan fakta-fakta yang bersifat khusus untuk mendapatkan 

kesimpulan yang bersifat umum.

 
21 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007) 

hlm.10 
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